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PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI 

NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN HAJI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pendaftaran 

laporan harta kekayaan di lingkungan Badan Pengelola 

Keuangan Haji, perlu mengubah Peraturan Badan 

Pengelola Keuangan Haji Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, karena 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan 
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Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengelola 

Keuangan Haji; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

64);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang

Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

6. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 8

Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengelola

Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor1922);
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN HAJI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN 

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI. 

 

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola 

Keuangan Haji Nomor 8 Tahun 2018 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan 

Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1922), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya 

disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan 

pengelolaan Keuangan Haji. 

2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara 

dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji yang 

menjalankan fungsi eksekutif atau pengawasan dan 

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang 

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta 

pertanggung jawaban dan pelaporan Keuangan Haji. 

4. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang 

mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta 

pertanggung jawaban dan pelaporan Keuangan Haji. 
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